
  

 

54 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan kebijakan Bea Cukai terhadap kegiatan import 

barang branded melalui jasa titip (jastip) sebagai pihak perantara dalam 

membayar pajak, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut:  

1. Terkait dengan regulasi baik terhadap pembatasan jumlah dan jenis 

barang pengimpor yang dibebaskan dari pajak, maupun peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh PMK tersebut sangat membantu bagi 

perpajakan serta pembayaran Bea Cukai. Penerapan kebijakan ini 

dengan melakukan pengawasan di bandara melakukan pemeriksaan 

baik terhadap dokumen maupun barang bawaan penumpang. Meskipun 

demikian, kebijakan tersebut seringkali menemui kendala dalam 

pelaksanaan disebabkan oleh banyaknya aturan dan juga disebabkan 

karena regulasinya yang kompleks juga akan kurangnya pengetahuan 

masyarakat antara aturan yang ada. 

2. Pelaku usaha jastip pun, mendapati sejumlah kendala dari penerapan 

PMK 203/PMK.04/2017 ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, permasalahan utamanya adalah adanya pembatasan jumlah 

dan jenis barang impor yg dikenai pajak dibebaskan yag kerap 

memberatkan bagi kalangan pelaku usaha kecil. Selain itu proses 

administrasi yang rumit serta beban tambahan akibat pajak Bea Cukai 

menjadi kendala bagi para jastip dan para pembeli barang-barang   
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impor. Dalam Pelaksanaannya juga, peraturan ini mendukung 

pengumpulan penerimaan negara dari pajak impor, namun dalam 

variasi penyesuaian kebutuhan perlu diiringi dengan sosialisasi yang 

memadai agar para pelaku usaha jastip dapat sepenuhnya memahami 

peraturan yang ada.  

3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha jastip, pihak 

Bea Cukai telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan 

sosialisasi terkait peraturan impor barang kepada masyarakat dan 

pelaku usaha. Selain itu, Bea Cukai juga berupaya meningkatkan 

efisiensi proses administrasi dengan menggunakan teknologi digital 

untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi 

berkelanjutan dan pembinaan kepada pelaku usaha menjadi langkah 

strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan hukum 

dan keberlangsungan usaha. Langkah-langkah ini diharapkan dapat 

mendukung pengusaha jasa titip dalam menjalankan usahanya tanpa 

melanggar ketentuan yang berlaku. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran terhadap 

beberapa pihak terkait kebijakan Bea Cukai terhadap kegiatan import 

barang branded melalui jasa titip (jastip) sebagai pihak perantara dalam 

membayar pajak, diantaranya sebagai berikut:  

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu 

mempertegas aturan dan meningkatkan sosialisasi PMK Nomor 
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203/PMK.04/2017 terkait layanan jasa titip (jastip) online. Informasi 

lengkap tentang definisi, ketentuan legal, dan sanksi pelanggaran harus 

disampaikan melalui berbagai media agar masyarakat memahami 

aturan dan terhindar dari aktivitas ilegal. 

2. Pemerintah perlu membantu pelaku usaha jastip mengatasi kendala 

terkait PMK 203/PMK.04/2017 dengan menyederhanakan proses 

administrasi, mempermudah pelaporan melalui sistem digital, dan 

mengevaluasi pembatasan barang yang dikenai pajak. Dukungan 

seperti keringanan pajak atau subsidi bisa meringankan beban usaha 

kecil. Selain itu, sosialisasi aturan harus dilakukan dengan cara yang 

mudah dipahami, seperti panduan, pelatihan, atau diskusi. Melibatkan 

pelaku usaha dalam pembuatan kebijakan juga penting agar aturan yang 

dibuat lebih relevan dan mendukung usaha mereka. 

3. Pemerintah perlu mendukung pelaku usaha jastip agar dapat 

beradaptasi dengan aturan melalui program legalisasi yang jelas, 

sederhana, dan terjangkau. Selain itu, insentif seperti keringanan pajak 

atau bantuan administrasi dapat diberikan kepada pelaku usaha kecil 

yang bersedia menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum. Untuk 

membantu mereka memahami mekanisme usaha yang legal, 

pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan dan pendampingan yang 

memadai. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan 

keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya mendukung 

pertumbuhan ekonomi masyarakat secara optimal. 
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